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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 7  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  

KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang  : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 

Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah 
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-
Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 
821.2/Kep.08-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Ke Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peinilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Peinilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5678); 



3 
 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana teelah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3424); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5134); 

  9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 

  11.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 12); 

  12.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2018 Nomor 15); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN 

KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. 
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Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang 
Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1), 

diubah sebagai berikut : 

1. Lampiran I angka 1 huruf P, huruf Q, huruf R, huruf S, 

huruf T dan huruf U dihapus. 

2. Lampiran II angka 1 huruf K dihapus. 

3. Lampiran III diubah sehingga Lampiran III menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Bupati ini. 

4. Lampiran IV : 

a. angka 1 diubah dengan menambahkan huruf MM, 

huruf NN, huruf OO dan huruf PP; dan  

b. angka 2 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D 

dihapus, sehingga Lampiran IV menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini 

  
 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

Ditetapkan di Soreang  

pada tanggal  14 Januari 2019 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
 ttd 
 

DADANG M. NASER 
 

Diundangkan di  Soreang 
pada tanggal  14 Januari 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 
 

 ttd 

 
 

TEDDY KUSDIANA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 7 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19740717 199803 1 003 


